SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 01/0ORT.07/6501/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

S

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa
dalam rangka untuk memastikan program mikro serta
monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk
Tim Reformasi Birokrasi di internal
kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan
rencana aksi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan perlu dilakukan evaluasi kinerja
organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja
pegawai untuk menilai kondisi birokrasi;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan reformasi
birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bulungan maka perlu membentuk tim dan rencana aksi
reformasi birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
tentang Pembentukan Tim dan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bulungan Tahun 2022;

Mengingat ......



Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236),

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-
Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi....



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
Nomor 02/HK.03.1-Kpt/6501/KPU-Kab/1/2021 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021;

Berita Acara Rapat Pleno Nomor 013/ORT.07/6501/2022 tentang

Pembentukan Tim dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun

2022 Pada tanggal 7 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022.

Membentuk Tim dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
Bulungan sebagaimana tercantum dalam Ilampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, bertujuan untuk :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi Birokrasi
dilingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bulungan
Tahun 2022.

2. Menciptakan kondisi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bulungan yang berkareteristik,
berintegritas, tingkat kinerja tinggi, berdedikasi, loyalitas serta
profesional melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-

nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem
manajemen sumber daya manusia yang profesional di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KETIGA....



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 01/0ORT.07/6501 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN RENCANA AKSI REFORMASI

BIROKRASI

DI

LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

Yudha Permana, A.Md

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM TUGAS DALAM TIM
1. 2 3 4 5
PENGARAH
Lili Suryani, SE., MM Ketua KPU Pengarah
merangkap Pengarah
Anggota
Chairullizza, SHI., MH | Anggota KPU Pengarah
merangkap Pengarah
Anggota
3 Oche William Keintjem, | Anggota KPU Pengarah
SH., MH merangkap Pengarah
Anggota
4 Mahdi E Paockuma, Anggota KPU Pengarah
S.Kom merangkap Pengarah
Anggota
5 Mistang, S. Kom Anggota KPU Pengarah
merangkap Pengarah
Anggota
PELAKSANA
Amiruddin, S.Sos Sekretaris KPU
Kabupaten Ketua Ketua
Bulungan
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
Amiruddin, S.Sos Sekretaris KPU| Koordinator - Menyusun Strategi
Kabupaten merangkap | manajemen perubahan
Bulungan Anggota dan strategi komunikas;
pada Komisi Pemilihan
2. Dian Riswanti, SP Kasubbag Umum Kabupaten
Teknis dan Anggota Bulungan
Hupmas - Melaksanakan
sosialisasi dan
3. | Muhammad Andri Staf Anggota | internalisasi

manajemen perubahan

dalam rangka reformasi




birokrasi.

4. Bejo Raharjo, SE Plt. Kasubbag Anggota
Umum
II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN
Kepala Koordinator + Mengidentifikasi
1. Hetty Apriani, SH Subbagian merangkap | peraturan perundang-
Hukum Anggota undangan yang
dikeluarkan Komisi
Pemilihan Umum
2. | Andris Idris, S.IP Staf Asesor Kabupaten Bulungan
- Melakukan pemetaan
peraturan perundang-
undangan yang tidak
harmonis atau tidak
sinkron di lingkungan
Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Bulungan.
III | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN
Plt. Kasubbag | Koordinator } Membentuk unit kerja
1. Robiansyah, S.Sos, M.IP Data merangkap yang menangani fungsi
Anggota organisasi, Tata
- Arif Darmawan Setya, Staf Asesor Laksapa, kepegawaian,
S 1P dan diklat yang mampu
mendukung tercapainysd
ADgEaa tujuan dan sasaran
3. Gusti Putu Gede Darma. Staf J . 13 .
reformasi birokrasi.
S.Kom
4, Kadarwaty Staf Anggota
IV | TIM PENATAAN TATA LAKSANA
Dian Riswanti, SP Kepala Koordinator - Mengkoordinasikan
Subbagian merangkap | penyiapan dokumen
Teknis dan Anggota SOP core business
Hupmas - Mengkoordinasikan
2 Arif Darmawan Setya, pembangunan atau
S.IP Staf Asesor pengemba_nga_n e-
government.
3 Andris Idris, S.IP Staf Anggota
V. | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
1. Amiruddin, S.Sos Sekretaris Koordinator [ Melaksanakan sistem
merangkap rekrutmen yang
Anggota terbuka, transparan,
Kasubbag akuntabel dan berbasis
2, Hetty Apriani, SH Hukum Asesor kompetensi
- Melakukan asesmen
individu berdasarkan
3. | Bejo Raharjo, SE Plt Kasubbag | Anggota kompetensi
Umum - Melaksanakan

penerapan system
penilaian kinerja
individu




- Membangun system
dan proses Pendidikan
dan pelatihan pegawai
berbasis kompetensi
dalam pengelolaan
kebijakan dan
pelayanan publik.

VI. | TIM PENGAWASAN
1: Hetty Apriani, SH Kasubbag Koordinator + Melaksanakan
Hukum merangkap | penerapan Sistem
Anggota Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada
: Komisi Pemilihan
2. grllli:; Darmawan Setya, Staf Asesor gn}um Knbrupaten
- = ulungan
3. | Andris Idris, S.IP - Anggota | Meninglatian Peran
4. Kadarwaty Anggota Aparat Penga.wasan
Staf intern Pemenptah '
(APIP) sebagai Quality
Assurance dan
Consulting.
VII. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
1. Robiansyah, S.Sos, M.IP Plt. Kasubbag | Koordinator | Membangun sistem
Data merangkap yang mampu
Anggota mendorong tercapainya
2. | Arif Darmawan Setya, | Staf Asesor kinerja organisasi yang
S.IP terukur
3. | Gusti Putu Gede Darma, Staf Anggota - Menyusun Indikator
S.Kom Kinerja Utama (IKU)
4. | Muhammad Andri Staf Anggota Komisi Pemilihan
Yudha Permana, A.Md Umum Kabupaten
Bulungan.
VIII | TIM PELAYANAN PUBLIK
1. | Dian Riswanti, SP Kepala Koordinator | Menerapkan standar
Subbagian merangkap pelayanan dalam
Teknis dan Anggota pelayanan publik
Hupmas - Meningkatkan
2. Robiansyah, S.Sos, M.IP Plt. Kasubbag | Asesor partisipasi masyarakat
Data dalam penyelenggaraan
3. | Kadarwaty Staf Anggota pelayanan publik.
4. Muhammad Andri Staf Anggota
Yudha Permana, A.Md
5. | Andris Idris, S.IP Staf Anggota
XI. | TIM AGEN PERUBAHAN
1. Amiruddin, S.Sos Sekretaris Ketua Ketua
2. Kasubbag Wakil Ketua FMembuat rencana aksi
Hetty Apriani, SH Hukum dan dari program-program
Koordinator reformasi yang sudah
3. | Dian Riswanty, SP Kasubbag akan dijalankan
Teknis dan Anggota bersama Tim Reformasi
Hupmas Birokrasi Sekretariat;
- Merencanakan
4. | Robiansyah, S.Sos., Plt. Kepala Anggota melaksanakan dan
M.IP Subbagian Data mengevaluasi kegiatan




disetiap program

5. | Bejo Raharjo, SE Plt. Kepala Anggota Reformasi Birokrasi
Subbagian Sekretariat, serta
Umum melaporkan kepada Tim

Pengarah setiap bulan
bersama Tim Reformasi
Birokrasi; dan

- Melakukan Kampanye
dan mengajak setiap
pegawai untuk
melakukan perubahan
mental dan perilaku
yang sejalan dengan
Reformasi.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 8 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,

LILI SURYANI




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 01/0ORT.07/6501/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN RENCANA AKSI REFORMASI DI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2022.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022

AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
1. Pembentukan 1. Menetapkan 1. Adanya
Tim Reformasi Tim Reformasi Keputusan v
Birokrasi Birokrasi Tahun | tentang Penetapan
2022 dalam Tim Reformasi
Keputusan Birokrasi Tahun
Manajemen 2021
Perubahan 2. Membangun 2. Terlaksananya
komitmen komitmen v
seluruh jajaran pelaksanaan
pegawai dan Reformasi
pejabat untuk Birokrasi Tahun
melaksanakan 2021
Reformasi
Birokrasi




NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
. Pelaksanaan Internalisasi dan Terlaksananya
Manajemen sosialisasi internalisasi v v v v v v v v v v v
Perubahan reformasi birokrasi | sosialisasi
reformasi birokrasi
. Melakukan 1. Memaksimalkan

penataan kantor keberadaan RPP
KPU Kabupaten sebagai media
Bulungan informasi dan
dengan sebaik belajar bagi
mungkin dengan pengunjung
menjadikan
Kantor KPU 2. Menata
Kabupaten Infografis
Bulungan maupun
sebagai Pusat Dokumentasi
Informasi, Pusat kegiatan Terlaksananya
Belajar dan pelaksanaan A T AN A ¥ I v
Pusat Layanan Pemilu maupun Kegiatan
Demokrasi Pemilihan
(Pemilu dan sebelumnya
Pemilihan) maupun

sesudahnya

3. Melakukan

renovasi pada

ruang Rapat/

Pertemuan agar

lebih elegan

dan nyaman




NO

AREA
PERUBAHAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

2

3

4

5

6

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

. Membuat Plang

Kantor KPU
Kabupaten
Bulungan

. Melaksanakan

Kinerja dengan
integritas yang
tinggi

. Turun dan

Pulang Kantor
tepat waktu

. Melakukan

Absen Datang
dan Pulang
tepat waktu

. Apabila tidak

masuk kantor
harus ada
Keterangan/
Informasi dari
yang
bersangkutan.

. Keluar Kantor

disaat jam kerja
harus

sepengetahuan/
seizin Sekretaris

. Menerapkan

Budaya malu
dalam bekerja

Terlaksananya

Kegiatan




NO

AREA
PERUBAHAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

2

3

4

5

6

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

6. Membuat
Pernyataan
Bebas
Benturan
Kepentingan
bagi seluruh
pegawai

7. Merencanakan
SOpP
pelaksanaan
tugas setiap
hari bagi
seluruh
Pegawai

8. Pemberian
Punishment
maupun
Rewards

Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

. Pengukuran

Tingkat
Kepatuhan
Penyusunan
Produk Hukum

Meningkatkan
kemampuan legal
drafting

Tersusunnya
Produk Hukum
yang sesuai dengan
ketentuan

. Sistem

Pengendalian

dan Penyusunan

Produk Hukum

Penyusunan
Produk Hukum

Jumlah produk
hukum yang telah
dibuat/direvisi
melalui proses yang
sesuai dengan
ketentuan




NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
3. Evaluasi secara Pemetaan Adanya data
berkala produk Naskah Dinas perundang-
peraturan Pengaturan undangan di
perundang- dan Penetapan lingkungan Unit/
undangan (Naskah di lingkungan Satuan Kerja. 7 v 7 v v v
Dinas Pengaturan Unit Kerja/
dan Penetapan) Satuan Kerja
yang menjadi
kewenangan
dilingkungan unit
satuan kerja
4,Menyempurnakan/ | Penyusunan Jumlah Naskah
Mengubah revisi naskah Dinas Pengaturan
berbagai peraturan | dinas dan Naskah
perundang- pengaturan dan | Penetapan yang
undangan (Naskah | atau penetapan | sudah direvisi
Dinas Pengaturan | dilingkungan o o 7 v o7 7
dan atau unit dan satuan
Penetapan) yang kerja
dipandang tidak
relevan lagi,
tumpang tindih/
disharmonis
dengan peraturan
perundang-
undangan lain;
. Merumuskan Penyusunan Jumlah Naskah
berbagai peraturan | naskah Dinas Dinas Pengaturan
perundang- Pengaturan dan | dan Naskah 4 4 v v 4 v
undangan baru atau naskah Penetapan yang
yang dipandang dinas penetapan | sudah disahkan.
diperlukan. yang diperlukan




NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
sesuai
kebutuhan dan
wewenang di
lingkungan unit
dan satuan kerja
3 | Penataan . Pemenuhan Usulan alih Pelaksanaan Alih
dan Kebutuhan status bagi DPK Status bagi DPK
Penguatan Sumber Daya untuk memenuhi
Organisasi Manusia yang kebutuhan
berkualitas sumber daya
untuk penataan Hanuea v
dan penguatan
organisasi
2. Penegakan Penerapan Terwujudnya
Integritas keteladanan dan | integritas pegawai v v v v v v v v v v
Pegawai integritgs v v
pegawai
. Satuan Kerja Bendahara harus Terlaksananya
harus berada berada satu Kegiatan
pada ruangan ruangan dengan
yang sama, agar | tim keuangan
komunikasi v v v v v v
maupun
koordinasi

berjalan lancar




NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
4. Penyesuaian 1.Dilaksanakannya | SOTK unit/ Satuan
SOTK Penyesuaian Kerja sesuai
SOTK mandat v v v v v v
unit/Satuan
Kerja sesuai
mandat
2. Pembuatan Struktur
Dokumen Organisasi unit/
Organisasi
unit/satuan
kerja
4. | Penataan 1. Perluasan 1. Pengiriman 1. Operator
Tata penerapan e- operator untuk mengikuti
Laksana government yang | mengikuti pelatihan v
terintegrasi pelatihan
2. Pengisian 2. Aplikasi terisi
berbagai aplikasi dengan baik,
lengkap dan sesuai v v v v v v v v v v v v
ketentuan
2. implementasi Pelaksanaan Pemenuhan
UU Keterbukaan kegiatan PPID permintaan
Informasi Publik terhadap informasi v v v v v v v v v v v v

dan dokumentasi




-

NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
. Penerapan Penerapan Sistem | Arsip statis dan
Sistem Kearsipan | Arsip dinamis tertata v 4 v v v v 4 v v v v v
dengan baik
. Merancang SOP | Setiap divisi Terlaksananya
pelaksanaan harus memiliki Kegiatan
tugas harian SOP kinerja
masing-masing,
baik tugas harian v v v v v v
maupun pada
saat tahapan
berjalan
. Penyelenggaraan | 1. Peningkatan Meningkatnya
Keterbukaan Kapasitas kepuasan layanan
Informasi Publik pengelola PPID | PID - v v v . v
Di lingkungan
satuan kerja
2. Melakukan Jumlah sengketa
monitoring dan | informasi
evaluasi
pengelolaan v 4 v 4 v v
PPID dan e-
PPID
5. | Manajemen . Penilaian Kinerja | Melaksanakan Seluruh Pegawai
SDM ASN Pegawai kinerja pegawai melaksanakan SKP v v 7 v v v v % v v v v
melalui SKP
. Reward and Pemilihan Terlaksananya v

Punishment
berbasis kinerja

pegawai teladan

pemilihan pegawai
teladan




NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 3 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
. Sistem Informasi | Melaporkan data | Pengisian dan
ASN pegawai secara upload data
online MySAPK Y J d v d 4
. Membangun 1. Harus ada
komitmen secara | lembar control
Bersama-sama kinerja pegawai
untuk
melaksanakan
reformasi
Birokrasi dengan
kesadaran dan
bekerja dengan
penuh tanggung
jawab
v v v v v v v

2. Tugas yang

diberikan harus
dilaksanakan
tepat waktu

3. Setiap

pelanggaran
yang dilakukan
pegawai harus
dicatat dengan
baik




<10 =

NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
4 .Memperhatikan
pegawai yang
memiliki
kompetensi
dibidangnya
untuk
ditempatkan
pada posisi
sesuai pada
kapasitasnya
6. | Penguatan 1. Pemantauan 1. Pelaporan Penyusunan SAKIP
Akuntabilitas Capaian Kinerja rencana yang tepat isi dan v 2
Kinerja secara berkala kinerja tepat waktu
2. Monitoring Penyusunan
Evaluasi Monitoring Evaluasi
Kinerja secara | Kegiatan, Anggaran
berkala dan Output pada
aplikasi e-monev
Bpperias PB 95 v | v v SR T v v
dan Smart
Kemenkeu secara
berkala
2. Evaluasi Pelaporan Penyusunan LAKIP
Internal akuntabilitas yang tepat isi dan v
Akuntabilitas kinerja tepat waktu

Kinerja




« 11 =

NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
3.Melakukan Menyusun daftar
Pencatatan rencana kegiatan/
setiap agenda | agenda yang akan | Terlaksananya v v v v v v
penting dilaksanakan Kegiatan
dengan cermat | sesuai dengan
dan benar program
. Pengelolaan Pelatihan SDM Persentase jumlah
Akuntabilitas pengelola pegawai pengelola
Kinerja Akuntabilitas Kerja | akuntabilitas
kinerja yang v v v v v v
memperoleh
pelatihan
7. | Sosialisasi . Sosialisasi dan | Pembentukan Tim | Pembentukan Tim
dan internalisasi Satuan Tugas Unit | Satuan Tugas Unit v
Internalisasi pengawasan Pengendalian Pengendalian
Pengawasan Gratifikasi Gratifikasi
. Penerapan 1. Pembentukan Adanya keputusan
SPIP Tahun SPIP Tahun 2022 | tentang Penetapan v
2021 Pelaksanaan SPIP
2022
2.Menyelenggarakan | 1. Terlaksananya
SPIP yang kegiatan SPIP v 4 ¥ v v v 4 v v v 4 i
melakukan
pengendalia 2. SPIP yang tepat
internal isi dan tepat
v v v v v v v v v v v v

waktu
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NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
3. Pembangunan Pencanangan Zona | Terbentuknya Tim
Zona Integritas Integritas di Zona Integritas 7 v 7 v v »
di unit/ Satuan lingkungan unit
Kerja / satuan kerja
4. Pelaksanaan Pembentukan Unit | Adanya UPG Unit/
Gratifikasi KPU Pengendali Satuan Kerja
Gratifikasi v v v v v v
(UPG)
8. | Peningkatan | 1. Penerapan 1. Pelaksanaan Terselenggaranya
Kualitas partisipasi Program Desa | kegiatan sosialisasi
Pelayanan publik dalam Peduli Pemilu v
Publik upaya dan Pemilihan
meningkatkan (DP3)
kualitas
2. Melaksanakan | Terlaksananya
kegiatan yang | kegiatan yang W
melibatkan melibatkan
stakeholder stakeholder
3. Pelayanan Perizinan/Pelayanan
Publik Data yang terdata/
- feriatiar vl lv|ivlv|vlv|v|v]|v|vr|v|v¥
Permohonan
Informasi
4. Podcast Terlaksananya
sebagai media | edukasi bagi semua
" sosialisai peserta pemilu dan
Pendidikan pemangku v v v v v v v v v v v v
pemilih pada kepentingan secara
masa tatanan | online yang

new normal.

nantinya dapat
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NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
pemilihan.
. Pembangunan
Kerjasama
. Pelibatan
masyarakat
dalam kegiatan
Pemilu
. Memetakan
jenis-jenis/ Terlaksananya Sub v v v v v v v v
produk-produk | Kegiatan
Pelayanan
Administrasi
Internal
Kesekretariatan
dan pelayanan
eksternal
(terkait
kepemiluan)
2. Penanganan . Pembangunan Tersedianya unit
pengaduan sistem pengelola
masyarakat pengaduan pengaduan v 4 4 v v v v v 4 v v v

masyarakat
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NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
PERUBAHAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6

JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES

2.Menyelenggarakan | Tersedianya

sistem pengelolaan
pengaduan pengaduan v v v v v v v v v v v v
masyarakat

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 8 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

ttd

LILI SURYANI




